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Penelitian ini dilatarbelakangi oleh tingginya angka penyalahgunaan
narkotika di Provinsi Kalimantan Selatan yang menuntut optimalisasi kebijakan
rehabilitasi melalui implementasi Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12
Tahun 2019 yang diadopsi ke dalam Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan
Nomor 8 Tahun 2023. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi
kebijakan rehabilitasi narkotika, memeriksa sinkronisasi operasional antar-
perangkat hukum daerah, serta merumuskan model rehabilitasi yang ideal di tingkat
daerah.

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif-empiris dengan
pendekatan perundang-undangan, dan pendekatan kualitatif. Data diperoleh
melalui studi dokumen terhadap berbagai regulasi terkait, wawancara mendalam,
serta observasi langsung pada sejumlah Institusi Penerima Wajib Lapor (IPWL) di
Provinsi Kalimantan Selatan. Analisis data dilakukan secara kualitatif dengan pisau
analisis menggunakan teori implementasi kebijakan, teori negara hukum, serta
pendekatan magasid al-syart ‘ah.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi kebijakan rehabilitasi
pada tataran empiris masih menghadapi kendala komunikasi yang belum
terintegrasi, keterbatasan anggaran, serta kelangkaan SDM Kklinis adiksi. Kondisi
ini berimplikasi pada bervariasinya tingkat kepatuhan tata laksana pelayanan di
berbagai Institusi Penerima Wajib Lapor (IPWL) terhadap Standar Nasional
Indonesia (SNI 8807:2022). Selain itu, koordinasi dan sinkronisasi operasional di
tingkat kelembagaan pemerintahan daerah masih menemui kendala akibat belum
optimalnya peran koordinatif serta adanya ego sektoral pada perangkat hukum
kunci seperti Badan Kesbangpol, Dinas Kesehatan, dan BNNP Provinsi Kalimantan
Selatan.

Sebagai solusi keilmuan terhadap problem tersebut, penelitian ini
menghasilkan "Model Rehabilitasi Narkotika Integratif Berbasis Magasid al-
Syart‘ah” yang mengintegrasikan fase medis, psikososial, spiritual berbasis nilai
keagamaan lokal (pesantren), dan reintegrasi sosial dalam satu kesatuan sistem
berkelanjutan. Dalam perspektif hukum Islam, model ini secara konkret
mengoperasionalkan kemaslahatan publik melalui perlindungan jiwa (%ifz al-nafs)
dan akal (hifz al- ‘aql) pada fase medis-klinis, perlindungan agama (%ifz al-din) pada
fase spiritual keagamaan, serta perlindungan kehidupan sosial (%ifz al-ijtima ) pada
fase pascarehabilitasi di tengah masyarakat.
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This research is motivated by the high rate of narcotics abuse in South
Kalimantan Province, which demands the optimization of rehabilitation policies
through the implementation of the Minister of Home Affairs Regulation Number
12 of 2019, adopted into the South Kalimantan Province Regional Regulation
Number 8 of 2023. This study aims to analyze the implementation of narcotics
rehabilitation policies, examine operational synchronization among regional legal
apparatuses, and formulate an ideal rehabilitation model at the regional level.

This study employs a normative-empirical juridical research method with a
statutory approach and a qualitative approach. Data were collected through
document studies of relevant regulations, in-depth interviews, and direct
observations at several Institutions Receiving Mandatory Reports (IPWL) in South
Kalimantan Province. The data were analyzed qualitatively by utilizing policy
implementation theory, the state of law theory (Rechtsstaat), and the magqasid al-
syart‘ah approach.

The results show that policy implementation at the empirical level still faces
obstacles in unintegrated communication, budget constraints, and scarcity of
clinical addiction human resources. This condition implies varying compliance
levels of service management in various Institutions Receiving Mandatory Reports
(IPWL) towards the Indonesian National Standard (SNI 8807:2022). Furthermore,
coordination and operational synchronization at the institutional level face
challenges due to suboptimal coordinative roles and sectoral egos among key legal
apparatuses, such as the Kesbangpol Agency, the Health Office, and the BNNP of
South Kalimantan Province.

As a scholarly solution to these problems, this research formulates the
"Integrative Narcotics Rehabilitation Model Based on Magasid al-Syari‘ah," which
integrates medical, psychosocial, spiritual phases based on local religious values
(pesantren), and social reintegration into a continuous system. From the perspective
of Islamic law, this model operationalizes public interest through the protection of
life (hifz al-nafs) and intellect (kifz al- ‘aql) in the medical-clinical phase, protection
of religion (hifz al-din) in the spiritual phase, and protection of social life (hifz al-
ijtima ") in the post-rehabilitation phase.
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